
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 
NOMOR : 7 TAHUN 2002 

TENTANG 
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2001 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT 

Menimbang    : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999; 

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, 

dipandang perlu rnenetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa 
Barat tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001. 

Mengingat   : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1010); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan bersih dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4027); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang 
Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 1996; 

11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 

dan Barang Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 
Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 
tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis dan 
Tata Usaha Keuangan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 seri 

D); 

17 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 

tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D); 

18 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D); 

19 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Tahun 2000 Nomor 20 Seri D); 
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